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Abstrak

Jual beli hak atas tanah merupakan perjanjian yang tidak hanya mencakup pemindahan hak
melalui Akta Jual Beli (AJB), tetapi juga sering kali disertai perjanjian pengosongan bangunan
oleh penjual. Namun dalam praktiknya, kerap terjadi wanprestasi, yaitu penjual tidak
mengosongkan bangunan meskipun kewajiban tersebut telah disepakati. Metode yang digunakan
dalam penelitian ini dengan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum kepustakaan
atau data sekunder dengan sumber bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Adapun
pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan, kasus, analitis,
dan konseptual dan teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara mengidentifikasi
dan menginventarisasi aturan hukum positif, literatur buku, jurnal dan sumber bahan hukum
lainnya. Untuk teknik analisa bahan hukum dilakukan dengan penafsiran hukum (interpretasi)
secara gramatikal dan sistematis dan metode konstruksi hukum melalui metode analogi dan
penghalusan hukum. Dari hasil penelitian dapat diperoleh bahwa apabila terjadi wanprestasi di
dalam perjanjian jual beli hak atas tanah, penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-
litigasi maupun litigasi, dan apabila upaya non-litigasi tidak mencapai kesepakatan, maka gugatan
dapat diajukan ke Pengadilan Negeri setempat sehingga pembeli memperoleh perlindungan hukum
untuk menegakkan dan mendapatkan kembali haknya sesuai dengan asas Pacta Sunt Servanda.

Kata Kunci: Jual Beli Hak Atas Tanah, Wanprestasi, Pengosongan Bangunan

Abstrack

The sale and purchase of land rights is an agreement that not only covers the transfer of rights
through a Deed of Sale and Purchase (AJB), but is also often accompanied by an agreement for
the seller to vacate the building. However, in practice, there are often cases of default, where the
seller does not vacate the building even though this obligation has been agreed upon. The method
used in this study is a normative legal research approach, specifically legal literature research or
secondary data analysis, utilizing primary, secondary, and tertiary legal sources. The research
approach used is a legislative, case, analytical, and conceptual approach, and the technique for
collecting legal materials is done by identifying and inventorying positive legal rules, books,
journals, and other legal sources. The technique for analyzing legal materials is done through
grammatical and systematic legal interpretation and legal construction methods through analogy
and legal refinement. The research findings indicate that in the event of a breach of contract in a
land sale agreement, disputes can be resolved through non-litigation or litigation channels. If non-
litigation efforts fail to reach an agreement, a lawsuit can be filed with the local District Court so
that the buyer obtains legal protection to enforce and regain their rights in accordance with the
principle of Pacta Sunt Servanda.

Keywords: Sale and Purchase of Land Rights, Default, Eviction

Pendahuluan

Tanah di Indonesia memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum yang sangat
penting bagi masyarakat. Sebagai sumber kehidupan dan aset bernilai tinggi,
tanah sering menjadi objek transaksi, baik melalui jual beli, hibah, maupun
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warisan® Seiring perkembangan zaman, pemerintah mulai menerapkan sistem
pendaftaran tanah modern, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok
Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960.°

Regulasi telah mengatur mekanisme jual beli tanah melalui Akta Jual Beli
(AJB) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sengketa
pertanahan masih sering terjadi, terutama dalam hal pengosongan objek tanah
yang telah dibeli.® Sengketa ini biasanya muncul ketika pihak penjual atau pihak
lain yang menempati tanah tidak bersedia mengosongkan tanah setelah transaksi
selesai, sehingga menghambat pembeli dalam memperoleh haknya. Hal ini
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pembeli tanah yang telah memenuhi
prosedur jual beli yang sah.

Dalam sistem hukum Indonesia, jual beli tanah yang sah harus melalui
beberapa prosedur hukum yang melibatkan PPAT dan Badan Pertanahan Nasional
(BPN).* Dalam banyak kasus, penjual atau pihak lain yang masih menempati
tanah sering kali tidak mau mengosongkan tanah setelah jual beli selesai. Hal ini
dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, yaitu ketidakpatuhan terhadap perjanjian
yang telah disepakati.

Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam hal terjadinya wanprestasi ini
menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak pembeli terlindungi dan
penjual memenuhi kewajibannya. Meskipun hukum telah memberikan ketentuan
mengenai wanprestasi dan cara penyelesaiannya, implementasi perlindungan
hukum bagi pembeli dalam konteks pengosongan bangunan dalam transaksi jual
beli hak atas tanah bersertifikat masih menjadi persoalan yang memerlukan
perhatian lebih lanjut °.

Beberapa kasus terkait penelitian ini seperti Putusan Mahkamah Agung
Nomor 3459 K/Pdt/2020. Kasus yang terjadi di Surabaya, Kasus ini bermula pada
saat Angriani Tejokusuma membeli sebuah rumah di Kebraon Indah Permai,
Surabaya, yang telah bersertifikat Hak Milik (SHM No. 5708/Kebraon). Transaksi
jual beli dilakukan secara sah melalui notaris dan dilengkapi dengan akta
pengosongan bangunan. Namun setelah pembayaran lunas, penjual Endang Sri
Soelistyowati tidak menyerahkan dan mengosongkan bangunan sebagaimana
dijanjikan.®

Masalah perlindungan hukum terhadap pembeli ini juga mencakup
pentingnya pengaturan mengenai sanksi yang dapat dikenakan kepada penjual
yang melakukan wanprestasi, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh
pembeli untuk menuntut ganti rugi atau penyelesaian sengketa yang timbul akibat
pelanggaran kewajiban tersebut.’

! Onny Medaline, Legalisasi Aset Tanah Transmigrasi dalam Rangka Penguatan Reforma

Agraria di Sumatera Utara, Medan, UMSU Press, 2024, him. 27.

2 Chitra Imelda, et. all, Hukum Agraria Pasca Reformasi, Padang, CV Gita Lentera, 2024,
him. 45-48.

® Ana Silviana, Farah Rana, Yunita Uang Kerohiman Sebagai Bentuk Ganti Rugi Untuk
Penggarap Tanah Tanpa ljin Pemiliknya, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4 No. 2.
2022. Him. 341-342.

* M. Yahya Harahap, Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata Edisi
Kedua, Jakarta, Sinar Grafika, 2023, him. 100.

> Muhammad Reza Akbar, Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perikatan Jual Beli Belum
Lunas, Jurnal Hukum UlI, 2023, him. 29-31.

® Putusan Mahkamah Agung Nomor 3459 K/Pdt/2020.

” Putusan Mahkamah Agung Nomor 993 K/Pdt/2020.
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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana perlindungan
hukum vyang diberikan kepada pembeli dalam transaksi jual beli tanah
bersertifikat, khususnya terkait dengan wanprestasi penjual dalam hal
pengosongan bangunan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi solusi
hukum yang tepat untuk menangani sengketa yang timbul akibat wanprestasi
penjual, sehingga hak-hak pembeli dapat terlindungi secara optimal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif,
yakni penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau
data sekunder saja. Penelitian ini disebut juga penelitian hukum kepustakaan.
Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah yang terdiri dari
empat jenis pendekatan. Pertama, pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini
ialah pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan kasus (case
approach), pendekatan analitis (analytical approach) dan pendekatan konseptual
(conseptual approach). Obyek dalam penelitian ini ialah Perlindungan Hukum
Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli Hak Atas Tanah Bersertifikat
Dikaitkan Dengan Wanprestasi Penjual Dalam Melakukan Pengosongan
Bangunan. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan
bukum sekunder, serta bahan hukum tersier. Teknik pengambilan data dilakukan
dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi aturan hukum positif,
meneliti bahan pustaka (buku, jurnal ilmiah, laporan hasil penelitian), dan
sumber-sumber bahan hukum lainnya yang relevan dengan permasalahan hukum
yang dikaji.

Hasil Penelitian

Analisis Penyelesaian Sengketa Dalam Transaksi Jual Beli Sertifikat Hak
Atas Tanah Dikaitkan Dengan Wanprestasi Penjual Dalam Melakukan
Pengosongan Bangunan

Transaksi jual beli atas tanah yang telah bersertifikat pada prinsipnya
merupakan perbuatan hukum yang sah dan mengikat kedua belah pihak, yaitu
penjual dan pembeli.2 Namun dalam praktiknya, masih kerap terjadi permasalahan
hukum pasca transaksi, salah satunya berupa wanprestasi dari pihak penjual,
khususnya dalam hal kewajiban melakukan pengosongan bangunan. Wanprestasi
ini menimbulkan kerugian bagi pihak pembeli yang telah memenuhi kewajiban
pembayaran, namun tidak dapat menikmati hak atas tanah dan bangunan yang
telah dibeli karena masih dikuasai oleh penjual atau pihak lain.’

Menurut penulis penting untuk mengkaji bagaimana mekanisme
penyelesaian sengketa dalam kasus wanprestasi pengosongan bangunan oleh
penjual, serta bentuk-bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada
pembeli. Selain itu, diperlukan pula analisis mendalam terhadap implementasi
asas terang dan tunai dalam transaksi jual beli tanah, yang semestinya
memberikan jaminan kepastian hukum sejak hak beralih kepada pembeli.

Penjual adalah pihak yang menyerahkan hak milik atas suatu benda kepada
pihak lain melalui suatu perjanjian jual beli.** Dalam konteks jual beli atas tanah
atau bangunan, penjual adalah pihak yang sebelumnya memiliki hak atas tanah

¢ Arief Budiono, Op. Cit., him. 131.

% Yahman, Op. Cit., him. 71.

10 Sjti Khoirina, Nety Kumalasari dan Desmon, Pengantar Ilmu Ekonomi, Pustaka
Peradaban, Malang, 2023, him. 9.
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yang sah dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah dan menyerahkan hak
tersebut kepada pembeli secara hukum dan nyata.™

Dalam sistem hukum Indonesia, kedudukan penjual tunduk pada ketentuan
Pasal 1457 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan”.

Penjual, dalam hal ini, berkewajiban untuk menyerahkan objek jual beli
baik secara yuridis (sertifikat) maupun fisik (pengosongan objek).

Barang yang dijual dalam perkara ini adalah hak atas tanah yang telah
bersertifikat, baik berupa Hak Milik (HM), Hak Guna Bangunan (HGB), atau
bentuk hak lain yang dapat dialihkan menurut hukum agraria nasional.*?

Tanah sebagai barang tidak bergerak merupakan objek perjanjian yang
harus memenuhi syarat tertentu, antara lain kejelasan identitas, batas, luas, dan
status hukum yang sah secara administratif.*®

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, pelaksanaan jual beli tanah tidak
cukup hanya dengan penandatanganan akta dan pelunasan pembayaran.
Kepemilikan yang sah atas tanah atau bangunan tidak hanya diukur dari
penguasaan sertifikat sebagai bukti yuridis, melainkan juga dari penguasaan fisik
yang nyata terhadap objek tersebut. Dengan demikian, pengosongan bangunan
oleh penjual setelah transaksi merupakan bagian tak terpisahkan dari pemenuhan
prestasi dalam jual beli.*

Kepemilikan sah atas tanah atau bangunan tidak hanya diukur dari
keberadaan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti yuridis yang dikeluarkan oleh
Badan Pertanahan Nasional (BPN),*> melainkan juga harus mencerminkan
penguasaan fisik secara nyata oleh pemilik baru. Sertifikat memang merupakan
bukti paling kuat atas hak kepemilikan (prima facie evidence), namun dalam
perspektif hukum perdata Indonesia, penyerahan fisik (levering) merupakan
elemen penting dalam peralihan hak yang sempurna'® Tanpa adanya penyerahan
fisik atau pengosongan, pemilik baru tidak dapat menikmati dan menggunakan
haknya secara utuh, meskipun telah melakukan pembayaran dan memperoleh
bukti kepemilikan secara formal."’

Dalam kacamata perlindungan hukum preventif sebagaimana dikembangkan
oleh Satjipto Rahardjo, hukum seharusnya tidak berhenti pada formalitas
administratif semata, tetapi harus mampu menjamin realisasi hak secara konkret.*®
Dalam hal ini, pembeli tidak hanya dilindungi melalui akta dan sertifikat, tetapi
juga dari aspek penguasaan dan pemanfaatan atas tanah tersebut.

1 Addy, Zulham & Karianton, Screening Your Tax Case & Measure Your Position
Persiapan Sebelum Membawa Kasus Pajak Ke Pengadilan Pajak, Deepublish Publisher, Sleman,
2020, him. 190.

12 | aela Rahmawati, Evy Indriasari & Tiyas Vika Widyastuti, Regulasi dan Pelaksanaan
Penerbitan Sertifikat Pengganti karena Rusak, Penerbit NEM, Pekalongan, 2023, him. 48.

13 Abdul Atsar, Hukum Paten, Deepublish Publisher, Sleman, 2023, him. 71.

4 Agus Jatmiko, A SAmpai Z Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan
Umum, Permasalahan dan Solusinya, Deepublish Publisher, Sleman, 2022, him. 120.

' 1bid., him. 122.

' Ibid., him. 31.

" 1bid., him. 72.

¥ Raihana, dkk, Prinsip Keadilan dan HAM dalam Pembatasan Hak Cipta di Ruang
Publik, Deepublish Publisher, Sleman, 2023, him. 38.
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Perlindungan hukum preventif menekankan pentingnya peran aparat
penegak hukum, hakim, dan lembaga peradilan untuk tidak bersikap pasif dan
legalistik, melainkan menggunakan hati nurani, kepekaan sosial, dan nilai-nilai
keadilan dalam menyelesaikan sengketa.’* Di sinilah pendekatan preventif
membedakan dirinya dari pendekatan hukum positif yang cenderung statis dan
tekstual.”® Dalam pendekatan progresif, substansi keadilan lebih utama daripada
formalitas hukum.

Kaitan teori ini sangat relevan dalam konteks wanprestasi penjual yang
tidak melakukan pengosongan bangunan setelah transaksi jual beli tanah
dinyatakan sah dan pembeli telah membayar lunas serta memperoleh sertifikat.?*
Meskipun secara administratif pembeli telah memenuhi syarat hukum sebagai
pemilik, namun penguasaan fisik yang tidak diserahkan oleh penjual menjadikan
pembeli tidak dapat menikmati haknya secara penuh. Dalam konteks inilah,
pendekatan hukum progresif menuntut agar negara melalui peradilan mampu
hadir memberikan perlindungan hukum yang konkret dan efektif.

Perlindungan hukum progresif merupakan fondasi penting dalam menjamin
hak-hak masyarakat yang beritikad baik dalam transaksi pertanahan.
Kehadirannya tidak hanya menjadi pelengkap teori hukum, melainkan sebagai
jawaban atas ketimpangan dan kelemahan implementasi hukum yang masih
terjadi dalam praktik jual beli hak atas tanah di Indonesia.?

Pelaksanaan jual beli tanah yang ideal haruslah mencakup tiga komponen
utama, yakni :

1. Keabsahan formal melalui akta jual beli,
2. Peralihan administratif melalui balik nama sertifikat, dan
3. Penyerahan objek secara fisik melalui pengosongan oleh penjual.

Peristiwva hukum jual beli sertifikat hak atas tanah ini sering kali terjadi
pelanggaran terhadap kewajiban, di mana penjual tidak melakukan pengosongan
atas bangunan yang telah secara sah beralih kepemilikannya kepada pembeli.?
Keadaan ini menimbulkan wanprestasi dan menciptakan kerugian bagi pembeli,
baik dalam bentuk kerugian materiil karena tidak dapat memanfaatkan tanah dan
bangunan, maupun kerugian immateriil berupa ketidakpastian hukum dan beban
psikologis karena haknya tidak segera dapat direalisasikan.

Kegiatan jual beli tanah dan bangunan, transaksi harus dituangkan dalam
akta autentik (AJB) oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), sebagaimana
diatur dalam Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
tentang Pendaftaran Tanah, serta harus disertai dengan peralihan hak secara
administratif melalui pencatatan di kantor pertanahan. Namun, dalam praktiknya,
penguasaan yuridis (sertifikat) tidak selalu beriringan dengan penguasaan fisik
objek, yang seringkali menjadi sumber sengketa.

Jual beli sertifikat hak atas tanah merupakan perbuatan hukum perdata
berupa peralihan hak milik dari satu pihak (penjual) kepada pihak lain (pembeli)
dengan cara pembayaran sejumlah uang sebagai imbalan.?* Jual beli ini bersifat

1 Edy Sony, dkk, Pengantar Hukum Progresif, CV. Gita Lentera, Padang, 2024, him. 71.
20 .
Ibid., him. 73.
21 1bid., him. 62.
22 |wan Rasiawan, Buku Ajar Filsafat Hukum, Takaza Innovatix Labs, Padang, 2025, him.
146.
23 Arief Sabaruddin, Ekosistem Perumahan, PT. Kanisius, Sleman, 2023, him. 238.
24 Oemar Moechtar, Op. Cit., him. 67.
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timbal balik dan mengikat. Sertifikat hak atas tanah diterbitkan oleh Badan

Pertanahan Nasional (BPN) sebagai bukti tertulis yang sah atas penguasaan dan

kepemilikan tanah. Sertifikat ini memiliki kekuatan hukum prima facie, artinya

dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya di pengadilan.”® Secara
umum, proses jual beli atas tanah bersertifikat harus mengikuti prosedur formal
sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Sertifikat

Dilakukan olen PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah) untuk memastikan
keabsahan data, tidak sedang bersengketa, dan tidak dalam status blokir atau
jaminan.

2. Kesepakatan Para Pihak dan Tanda Tangan Akta Jual Beli (AJB)

Dilaksanakan di hadapan PPAT, sebagaimana diatur dalam Pasal 37
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan bahwa peralihan
hak karena jual beli hanya bisa didaftarkan jika dibuktikan dengan akta PPAT.

3. Pembayaran Pajak-Pajak Terkait

Seperti Pajak Penghasilan (PPh) oleh penjual dan Bea Perolehan Hak atas
Tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh pembeli.

4. Pendaftaran Peralihan Hak di Badan Pertanahan Nasional

Setelah AJB ditandatangani, maka pembeli dapat mengurus balik nama
sertifikat ke kantor pertanahan setempat agar haknya diakui secara yuridis.

5. Penyerahan Fisik (Pengosongan)

Meskipun hak yuridis telah berpindah, hak faktual harus diikuti dengan
pengosongan bangunan atau penyerahan objek secara nyata, agar pembeli dapat
menggunakan dan menguasai tanah tersebut sepenuhnya.

Supaya transaksi jual beli atas sertifikat hak atas tanah menjadi sah dan
memiliki kekuatan hukum yang mengikat,®® maka harus memenuhi ketentuan
hukum perdata umum dan hukum pertanahan (hukum agraria nasional) secara
terpadu. Legalitas transaksi tidak hanya ditentukan oleh adanya kesepakatan
antara para pihak, tetapi juga oleh terpenuhinya prosedur formil sebagaimana
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.?” Transaksi jual beli atas tanah
tunduk pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, yang menyebutkan empat syarat
sahnya perjanjian, yaitu :

1. Sepakat pihak-pihak yang terakit mengikatkan dirinya, kedua belah pihak
(penjual dan pembeli) harus sepakat atas objek dan harga tanah yang
diperjualbelikan.

2. Kecakapan untuk membuat perikatan, para pihak harus dewasa dan tidak
berada dalam kondisi yang dilarang oleh hukum (misalnya sedang berada di
bawah pengampuan).

3. Adanya suatu hal tertentu, objek tanah harus jelas dan spesifik (termasuk luas,
lokasi, dan jenis haknya).

4. Sebab yang halal, transaksi tidak boleh bertentangan dengan undang-undang,
kesusilaan, atau ketertiban umum.

Legalitas transaksi juga menuntut adanya penguasaan fisik atas objek.
Meskipun sertifikat telah berpindah tangan, pembeli tidak dapat dianggap

% Elyta Ginting, Pembuktian dan Praktik Hukum Acara Pengadilan Niaga, Sinar Grafika,
Jakarta, 2024, him. 83.

%% |bid., him. 89.

%" Ibid., him. 87.
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sepenuhnya memiliki jika tanah atau bangunan masih dikuasai oleh penjual.?®

Oleh sebab itu, pengosongan menjadi unsur penting dalam penyempurnaan
peralihan hak, baik dari aspek hukum maupun keadilan sosial.

Dalam praktiknya, banyak sengketa muncul karena pembeli tidak segera
memperoleh penguasaan fisik, meskipun telah membayar lunas dan sertifikat telah
dibalik nama. Oleh karena itu, seringkali dibuat akta pengosongan sebagai bagian
dari perjanjian jual beli atau sebagai perjanjian tambahan, untuk menjamin
pelaksanaan kewajiban pengosongan secara hukum.

Pengosongan bangunan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
proses pemenuhan kewajiban dalam perjanjian jual beli atas tanah dan bangunan.
Secara normatif, perjanjian jual beli adalah perikatan timbal balik antara pihak
penjual dan pembeli, sebagaimana diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan :

“Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu
mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk
membayar harga yang dijanjikan.”

Berdasarkan dengan bunyi pasal tersebut, maka penyerahan objek menjadi
unsur esensial dalam memenuhi kewajiban perjanjian. Penyerahan tidak hanya
dalam arti yuridis (peralihan hak), tetapi juga dalam arti fisik penguasaan nyata
atas tanah atau bangunan. Oleh karena itu, jika penjual telah menerima pelunasan
harga tetapi tetap menolak mengosongkan bangunan, maka tindakan tersebut
dikualifikasikan sebagai wanprestasi.

Dalam hal pengosongan bangunan, penjual yang tidak melaksanakan
kewajiban pengosongan sesuai waktu yang disepakati dalam perjanjian dapat
dikategorikan lalai atau wanprestasi sesuai pasal ini.

Meskipun perjanjian telah dituangkan secara sah dalam bentuk akta notaris,
akta jual beli (AJB), maupun akta pengosongan, realitanya di Indonesia kasus
wanprestasi, khususnya kegagalan dalam pengosongan bangunan, masih sering
terjadi. Fenomena ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara kekuatan
normatif perjanjian dan pelaksanaannya secara faktual di lapangan. Berikut ini
beberapa alasan mengapa masih terjadi wanprestasi padahal sudah terbitnya akta
otentik yang dibuat oleh notaris diantaranya sebagai berikut :

1. Rendahnya kesadaran hukum

Banyak pelaku transaksi di Indonesia, baik penjual maupun pembeli, belum
sepenuhnya memahami konsekuensi hukum dari perjanjian yang mereka buat.
Penjual bisa saja menandatangani akta pengosongan tanpa memahami bahwa ia
secara hukum terikat untuk segera meninggalkan objek, atau menganggap bahwa
akta tersebut hanyalah formalitas administratif. Ini menunjukkan rendahnya
kesadaran hukum (legal awareness) masyarakat terhadap kekuatan hukum dari
akta notaris.

2. Kurangnya efek jera dan ketegasan eksekusi

Meskipun perjanjian sudah dituangkan dalam akta, ketegasan penegakan
hukum sering kali lemah, terutama dalam proses eksekusi pengosongan. Banyak
pihak mengetahui bahwa proses gugatan dan eksekusi membutuhkan waktu dan
biaya, sehingga mereka berani melakukan wanprestasi dengan harapan pembeli
akan lelah atau menyerah.

3. Lemahnya pengawasan notaris dan kurangnya edukasi hukum

28 |bid., him. 88.
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Banyak individu masih memandang bahwa pelaksanaan pengosongan dapat
dinegosiasikan kembali, atau bahkan ditunda seenaknya, tanpa memahami bahwa
akta adalah alat bukti otentik yang dapat langsung menjadi dasar eksekusi.

Meskipun sistem hukum Indonesia telah menyediakan peraturan yang
memadai, namun masih banyak kasus pelanggaran (wanprestasi) yang terjadi
karena rendahnya literasi hukum masyarakat. Mereka tidak menyadari bahwa
tindakan mereka telah menimbulkan kerugian hukum dan dapat dituntut secara
perdata, bahkan berujung pada pengosongan paksa oleh pengadilan.

Menurut Yahya Harahap, perjanjian yang dibuat secara sah dan dituangkan
dalam bentuk akta notaris (akta otentik) mempunyai kekuatan pembuktian
sempurna di muka hukum dan dapat langsung menjadi dasar untuk permohonan
eksekusi terdapat dasar hukumnya yaitu Pasal 224 HIR/258 RBg, tanpa harus
melalui gugatan baru apabila terjadi pelanggaran. Ini menjadi instrumen penting
untuk memperkuat posisi pembeli sebagai pihak yang dirugikan.?

Dalam praktik jual beli hak atas tanah dan bangunan, salah satu masalah
yang kerap timbul adalah wanprestasi penjual yang tidak melaksanakan kewajiban
pengosongan terhadap objek jual beli, meskipun transaksi telah dilaksanakan
secara sah dan pembayaran telah lunas.®® Seperti yang telah dijelaskan diatas,
wanprestasi ini dapat memberikan kerugian yang signifikan bagi pihak lain.
Akibatnya tindakan ini menimbulkan pada terhambatnya pembeli untuk
menikmati hak miliknya secara penuh, baik secara fisik maupun secara hukum.®

a. Upaya Hukum Preventif, yaitu langkah-langkah hukum yang dilakukan
sebelum sengketa terjadi, bertujuan untuk mencegah potensi wanprestasi
sejak awal dengan cara mengatur dan menyepakati segala ketentuan dalam
perjanjian secara jelas, kuat, dan dapat dilaksanakan.*

b. Upaya Hukum Represif, yaitu langkah-langkah hukum yang dilakukan
setelah sengketa atau wanprestasi benar-benar terjadi, dengan tujuan untuk
memulinkan hak pihak yang dirugikan melalui jalur litigasi maupun
eksekusi.®

Kedua pendekatan ini saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Upaya
preventif yang baik dapat meminimalisasi potensi sengketa, sedangkan upaya
represif diperlukan ketika mekanisme pencegahan tidak berhasil atau dilanggar.*
Kombinasi dari keduanya merupakan bentuk perlindungan hukum yang
menyeluruh, yang sesuai dengan prinsip hukum progresif oleh Teori Satjipto
Rahardjo dan penegakan hak melalui pengadilan oleh Teori Yahya Harahap.

Yahya Harahap dalam karya-karya hukumnya, seperti hukum acara perdata
dan hukum perjanjian, menekankan bahwa penyelesaian sengketa perdata,
termasuk sengketa akibat wanprestasi, harus dilakukan melalui jalur hukum yang
tertib prosedural, berbasis alat bukti, dan diproses secara efektif oleh peradilan
umum.® Prinsip utama dalam teorinya mencakup :

2% Ibid., him. 56.

% Harrys Pratama Teguh & Ahmad Qodriansyah, Teori dan Praktek Penegakkan Hukum
Jual Beli Kendaraan STNK Only di Indonesia, Pohon Cahaya Semesta, Yogyakarta, 2024, him.
67.

*! Ibid., him. 71.

%2 7ul Fadli, dkk, Hukum Bisnis Era Modern, CV. Gita Lentera, Padang, 2023, him. 82.

% Ibid., him. 83.

** Ibid., him. 89.

% Prim Haryadi, Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata, Sinar
Grafika, Jakarta, 2022, him. 72.
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1. Hak para pihak untuk mengajukan gugatan perdata ke pengadilan

Menurut Yahya Harahap, hak untuk mengajukan gugatan ke pengadilan
merupakan bentuk nyata dari prinsip access to justice atau akses terhadap
keadilan. Dalam sistem hukum perdata, setiap orang yang merasa hak
keperdataannya dilanggar atau dirugikan, memiliki hak hukum untuk menggugat
pihak lain yang dianggap melakukan wanprestasi. Gugatan ini bisa diajukan ke
Pengadilan Negeri sesuai dengan Pasal 118 HIR / Pasal 142 RBg, dengan
mengikuti prosedur acara perdata yang berlaku.

Dalam konteks wanprestasi penjual dalam transaksi jual beli tanah misalnya
kegagalan dalam melakukan pengosongan bangunan pembeli sebagai pihak yang
dirugikan berhak secara hukum untuk menggugat penjual melalui jalur litigasi
guna menuntut pelaksanaan perjanjian, ganti rugi, atau permohonan pengosongan
objek tanah/bangunan.

2. Hak untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan berkekuatan hukum
tetap (inkracht)

Yahya Harahap menekankan bahwa proses peradilan tidak hanya harus
berjalan formal dan prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi keadilan.* Tujuan
dari proses hukum perdata adalah menghasilkan putusan yang adil, proporsional,
dan sesuai fakta hukum, berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara.*’

Setelah melalui proses pembuktian di persidangan, hakim akan menjatuhkan
putusan yang apabila tidak diajukan upaya hukum banding atau kasasi, maka akan
memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Dalam tahap ini,
putusan tersebut bersifat mengikat dan wajib dilaksanakan oleh para pihak.

3. Hak untuk menempuh eksekusi jika pihak yang kalah tidak melaksanakan
isi putusan secara sukarela

Salah satu poin penting dalam teori Yahya Harahap adalah pelaksanaan
putusan. Putusan pengadilan, meskipun telah inkracht, tidak memiliki kekuatan
nyata apabila tidak dilaksanakan oleh pihak yang kalah. Oleh karena itu, sistem
hukum menyediakan mekanisme eksekusi yang dapat diajukan ke pengadilan oleh
pihak yang menang apabila pihak lawan tidak patuh secara sukarela.

Permohonan eksekusi diajukan ke Ketua Pengadilan Negeri, berdasarkan
Pasal 195 HIR/Pasal 206 RBg, dengan disertai salinan putusan yang telah
berkekuatan hukum tetap. Dalam hal wanprestasi pengosongan bangunan,
pembeli dapat mengajukan eksekusi pengosongan secara paksa terhadap penjual
yang tidak meninggalkan bangunan setelah kalah di pengadilan.

4. Pentingnya kekuatan pembuktian dari akta otentik, termasuk akta notaris
dan AJB, dalam gugatan wanprestasi.

Yahya Harahap menegaskan bahwa dalam sengketa wanprestasi, bukti
tertulis memiliki posisi yang sangat kuat. Secara khusus, akta otentik seperti Akta
Notaris dan Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat oleh PPAT mempunyai kekuatan
pembuktian sempurna (volledig bewijs) terhadap isi dan kebenaran formalnya,
sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata dan Pasal 165 HIR / Pasal 285
RBg.

% Ibid., him. 77.
%" Teddy Prima Anggriawan, Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, Shinfani Kartika
Wardhani, Pengantar Hukum Indonesia, Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2023, him. 6-7.
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Akta otentik tidak hanya membuktikan keberadaan perjanjian, tetapi juga
syarat-syarat dan kewajiban yang telah disepakati oleh para pihak.*® Dalam
gugatan wanprestasi, keberadaan akta otentik ini memperkuat posisi hukum
pembeli dan menjadi dasar penting dalam proses pembuktian di pengadilan.

Yahya Harahap secara tegas menyatakan bahwa ketika perikatan
wanprestasi terjadi, khususnya dalam transaksi jual beli dan tidak dipenuhinya
prestasi pengosongan bangunan, maka penyelesaian sengketa harus ditempuh
melalui jalur litigasi, sesuai dengan prinsip pemulihan hak melalui kekuatan
putusan pengadilan.®

Menurut Penulis dalam perkara wanprestasi penjual yang tidak
mengosongkan bangunan, teori Yahya Harahap sangat relevan dan sejalan dengan
mekanisme hukum positif Indonesia. Teori Yahya Harahap juga sangat
kompatibel dengan sistem hukum acara perdata di Indonesia, yang memang
mengatur penyelesaian sengketa melalui pengadilan negeri. Bahkan dalam praktik
putusan Mahkamah Agung, jalur litigasi telah terbukti menjadi mekanisme utama
dalam menyelesaikan sengketa pengosongan, baik yang berdasar pada
wanprestasi maupun pada hak kepemilikan.

Pengosongan bangunan merupakan bagian integral dari pemenuhan prestasi
dalam jual beli.*® Apabila tidak dilaksanakan, hal itu merupakan bentuk
wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1238 dan 1243 KUHPerdata, dan
pembeli berhak untuk menuntut pemenuhan, ganti rugi, dan bahkan eksekusi
paksa.

Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Dalam Transaksi Jual Beli
Sertifikat Hak Atas Tanah Dikaitkan Dengan Wanprestasi Penjual Dalam
Melakukan Pengosongan Bangunan

Menurut penulis, mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur non-
litigasi dan litigasi, apabila diakses dengan benar dan didukung oleh perjanjian
yang sah, dapat memberikan perlindungan hukum yang efektif bagi pembeli. Jalur
non-litigasi memberikan kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan
permasalahan secara cepat, efisien, dan menghindari konflik berkepanjangan.
Namun, dalam situasi di mana penjual tetap tidak memenuhi kewajibannya, jalur
litigasi memberikan kekuatan hukum yang memaksa melalui lembaga peradilan,
termasuk kemungkinan pelaksanaan eksekusi pengosongan.

Didasarkan pada asas pacta sunt servanda sebagaimana diatur dalam Pasal
1338 alinea 1 KUH Perdata, pembeli memiliki kedudukan hukum yang kuat untuk
menuntut haknya. Oleh karena itu, kombinasi antara perjanjian yang sah,
kejelasan klausul, dan keberadaan mekanisme penyelesaian sengketa yang diatur
dalam sistem hukum nasional dapat memberikan perlindungan hukum yang
memadai terhadap pembeli, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan
tersebut hanya dapat terwujud secara optimal apabila pembeli juga bersikap
cermat dan proaktif sejak awal dalam proses perjanjian.

% Wilie Preis Lerek, Notaris dan Perseroan Terbatas yang Belum Berstatus Persona Standi
in Judicio, Guepedia, Bogor, 2022, him. 86.

% Asep Dedi Suwasta, dkk, Pengantar Hukum Perdata, CV. Tohar Media, Makassar, 2024,
him. 34.

% K & K Advocates, Law of the Republic of Indonesia Number 20 of 2016 Regarding
Marks and Geographical Indication = Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun
2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Alumni, Bandung, 2022, him. 135.
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Perjanjian yang dibuat secara sah menimbulkan hak dan kewajiban bagi
para pihak, dan berdasarkan Pasal 1338 alinea 1 KUH Perdata, perjanjian tersebut
berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dalam kegiatan
jual beli tanah, jika penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk mengosongkan
bangunan sebagaimana disepakati dalam perjanjian, maka pembeli tidak
memperoleh haknya secara penuh. Dalam situasi ini, pembeli membutuhkan
perlindungan hukum untuk menegakkan haknya atas objek jual beli.

Terdapat dua jalur penyelesaian yang dapat ditempuh, yaitu non-litigasi dan
litigasi. Jalur non-litigasi, seperti mediasi atau negosiasi, menjadi pilihan awal
karena bersifat damai dan efisien. Namun, apabila jalur tersebut tidak
membuahkan hasil, maka pembeli dapat menempuh jalur litigasi, yaitu melalui
pengajuan gugatan ke pengadilan guna memperoleh pelaksanaan kewajiban
penjual atau ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan akibat wanprestasi.

Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) merupakan unsur penting dalam
sistem pertanahan nasional.** Perannya sangat vital dalam menjamin legalitas dan
keabsahan setiap transaksi pertanahan, khususnya jual beli, hibah, tukar-menukar,
serta peralihan hak atas tanah lainnya.*> Keberadaan PPAT diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan PP Nomor 37 Tahun 1998
tentang Peraturan Jabatan PPAT. Dalam regulasi tersebut, ditegaskan bahwa
PPAT memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik sebagai bukti telah
dilakukannya perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau Hak Milik
Atas Satuan Rumah Susun.*®

Kehadiran PPAT dalam transaksi pertanahan bukan sekadar pelengkap,
melainkan bagian integral yang menjamin kepastian hukum, perlindungan hukum,
dan validitas formal dari suatu peralihan hak.

Meskipun akta telah dibuat oleh PPAT dan pembeli telah mendapatkan
sertifikat hak atas tanah, dalam praktiknya masih banyak terjadi persoalan
wanprestasi oleh penjual, khususnya dalam hal kegagalan melakukan
pengosongan bangunan setelah transaksi sah dilakukan.** Dalam konteks ini,
peran PPAT tidak berhenti pada pembuatan akta saja, tetapi juga menyangkut
bagaimana akta tersebut dapat memberikan perlindungan hukum yang konkret
bagi pembeli apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

Pembeli adalah pihak dalam perjanjian yang berkewajiban untuk membayar
harga dari objek yang diperjanjikan.*> Dalam konteks hukum pertanahan, pembeli
adalah subjek hukum yang memperoleh hak atas tanah melalui mekanisme jual
beli yang sah, dan berhak memperoleh penguasaan serta perlindungan hukum atas
tanah yang dibeli.*®

Perlindungan hukum merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum
(rechtsstaat), di mana hukum tidak hanya mengatur, tetapi juga memberikan rasa

* Rudi Indrajaya, Notaris dan PPAT Suatu Pengantar, PT. Refika Aditama, Bandung,
2020, him. 52.

*2 Rudi Indrajaya, dkk, Jalan Panjang PPdb Menjadi Notaris dan PPAT, PT. Refika
Aditama, Bandung, 2023, him. 68.

*3 Samsaimun, Peraturan Jabatan PPAT, Yrama Widya, Bandung, 2021, him. 41.

* Ivo Kumala Dewi, Hukum Kenotariatan: Karakteristik Minuta Akta Notaris sebagai
Arsip Negara, Laksbang Pustaka, Yogyakarta, 2021, him. 30.

** Suriansyah Murhaini, Hukum Pertanahan: Alih Fungsi Tanah dan Fungsi Sosial Hak
Atas Tanah, laksbang justitia Pustaka, Yogyakarta, 2021, him. 73.

“® Ibid., him. 75.
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aman dan keadilan kepada seluruh warga negara.*’ Perlindungan hukum juga
mengandung prinsip kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law) dan
kepastian hukum (legal certainty), yang berarti setiap pihak dalam hubungan
hukum memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, serta mendapatkan perlakuan
yang adil apabila terjadi pelanggaran.*®

Dalam konteks hukum agraria Indonesia, perlindungan hukum bagi para
pihak dalam transaksi jual beli tanah tidak hanya ditentukan oleh keberadaan akta
jual beli dan sertifikat, melainkan juga oleh kemampuan pihak yang berhak untuk
menguasai objek tersebut secara nyata.*® Di sinilah perlindungan hukum diuji,
karena dalam praktik, seringkali timbul ketidaksesuaian antara hak yuridis dan
hak faktual.

Ketika pembeli telah menyelesaikan kewajibannya baik dalam hal
pembayaran maupun penandatanganan akta maka secara hukum ia berhak
mendapatkan objek tanah atau bangunan tersebut, lengkap dengan
penguasaannya. Jika kemudian penjual tidak melaksanakan kewajiban untuk
mengosongkan objek atau menyerahkan fisik tanah/bangunan, maka hal tersebut
merupakan bentuk wanprestasi, dan pembeli berada dalam posisi yang dirugikan
secara hukum dan ekonomi.

Perlindungan hukum dalam kasus ini menjadi penting untuk menjamin
bahwa pembeli dapat menikmati hak atas objek jual beli secara utuh, baik dari sisi
administratif maupun fisik.> Jika tidak maka keberadaan sertifikat dan akta akan
kehilangan makna perlindungannya.

Satjipto menekankan pentingnya perlindungan hukum substantif, yakni
perlindungan yang tidak hanya berakar pada peraturan tertulis, tetapi juga
menyentuh nilai keadilan sosial dan memberikan ruang kepada hukum untuk
melindungi pihak-pihak yang dirugikan dalam kenyataan hidup.®® Perlindungan
hukum terhadap pembeli dalam konteks wanprestasi pengosongan mencakup
beberapa hal, antara lain:

a. Perlindungan preventif, berupa pengaturan perjanjian jual beli yang
mencantumkan klausul pengosongan dan konsekuensinya secara jelas;

b. Perlindungan represif, berupa hak pembeli untuk mengajukan gugatan
wanprestasi ke pengadilan dan meminta eksekusi pengosongan jika
penjual melanggar perjanjian;

c. Perlindungan administratif, melalui pendaftaran hak dan penerbitan
sertifikat atas nama pembeli di Kantor Pertanahan.

Pemenuhan asas perlindungan hukum, yakni pemastian bahwa pembeli
sebagai pihak yang telah memenuhi kewajibannya (membayar, menandatangani
akta, daQ2 sebagainya) tidak dirugikan secara faktual karena tindakan sepihak dari
penjual.

*" Dominikus Rato, Dasar-Dasar lImu Hukum Memahami Hukum Sejak Dini, Kencana,
Jakarta, 2021, him. 210.

“* 1bid., him. 211.

%9 Sitta Saraya, dkk, Hukum Telematika: Regulasi, Perlidungan Data dan Keamanan Siber,
Yayasan Tri Edukasi lImiah, Agam, 2024, him. 45.

%% 1bid., him. 11.

*! Ibid., him. 12.

52 | Gusti Kade Budhi H, Hukum Pidana Progresif: Konsep dan Penerapan dalam Perkara
Pidana, Rajawali Pers, Depok, 2021, him. 4.
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Dalam perspektif perlindungan hukum, transaksi jual beli atas sertifikat hak
atas tanah harus dimaknai bukan hanya sebagai perjanjian antara dua pihak yang
sah secara hukum, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang menuntut
pemenuhan kewajiban secara nyata oleh para pihak. Perlindungan hukum harus
bekerja untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,
sebagaimana semangat yang dibawa oleh teori hukum progresif.

Dalam konteks ini, teori perlindungan hukum Satjipto Rahardjo
mengarahkan bahwa hukum bukan sekadar teks, tetapi harus responsif terhadap
ketidakadilan faktual.>

Indonesia sebagai negara hukum (rechtstaat) meletakkan prinsip
perlindungan hukum sebagai salah satu pilar utama penyelenggaraan kehidupan
bernegara.> Prinsip ini tercermin dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang
menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dalam konteks
transaksi pertanahan, sistem hukum Indonesia mengatur secara cukup lengkap
mulai dari persyaratan formal peralihan hak, pengikatan perjanjian, hingga
mekanisme pendaftaran tanah dan penyelesaian sengketa.

Penerapan hukum tersebut belum sepenuhnya memberikan perlindungan
yang optimal, terutama apabila penjual tidak melakukan pengosongan objek jual
beli.>®> Meskipun pembeli telah memperoleh sertifikat, perjanjian sah, dan
melunasi pembayaran, sering kali pembeli tetap tidak dapat menikmati haknya
secara nyata karena penjual tidak menyerahkan objek tanah atau bangunan.

Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara aturan hukum secara
normatif dan pelaksanaan hukum secara faktual. Perlindungan hukum formal
(formal legal protection) belum menjamin perlindungan hukum substantif
(substantial legal protection), yaitu perlindungan yang benar-benar melindungi
kepentingan dan hak pemilik secara nyata.

Dalam menghadapi situasi seperti ini, teori perlindungan hukum oleh
Satjipto Rahardjo memberikan pendekatan yang lebih progresif dan kontekstual.
Satjipto berpendapat bahwa hukum tidak boleh dipahami semata-mata sebagai
peraturan yang tertulis, melainkan sebagai alat sosial yang harus berpihak pada
keadilan dan realitas masyarakat.

Prinsip ini berarti bahwa hukum harus berpihak pada pihak yang dirugikan
secara nyata, bukan hanya memberikan justifikasi pada dokumen dan prosedur.
Dalam konteks transaksi jual beli tanah, apabila pembeli telah memenuhi seluruh
kewajibannya namun tidak mendapatkan penguasaan fisik atas objek, maka
negara melalui hukum seharusnya hadir untuk memulihkan keadaan tersebut
secara adil.

Teori Satjipto Rahardjo juga mengkritik pendekatan hukum yang terlalu
legalistik dan mendorong adanya hukum yang responsif dan hidup dalam
masyarakat. Artinya, hukum pertanahan tidak hanya dilihat sebagai sistem
prosedural, tetapi juga harus menjawab kebutuhan akan keadilan sosial, termasuk
bagi pembeli yang telah beritikad baik.

Dalam penerapannya, Indonesia sudah memiliki perangkat hukum yang
cukup kuat untuk melindungi pembeli dalam transaksi pertanahan. Namun, masih
terdapat kelemahan dalam implementasi, sebagai mana seperti hal berikut :

% bid., him. 9.

> Eko Saputra, Peran Penegak Hukum dalam Sistem Pidana Indonesia, PT. Mafy Media
Literasi Indonesia, Solok, 2025, him. 37.

* 1bid., him. 38.
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1. Lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian pengosongan

Dalam jual beli tanah atau bangunan, seringkali telah dibuat perjanjian
pengosongan sebagai bagian dari akta notaris atau akta jual beli. Namun, tidak ada
sistem kontrol atau mekanisme pengawasan yang jelas dan efektif dari negara atau
otoritas pertanahan atas pelaksanaan isi perjanjian tersebut. PPAT, setelah
menyusun akta jual beli dan akta pengosongan, tidak memiliki kewenangan untuk
memantau atau memaksa penjual melakukan pengosongan fisik. Akibatnya,
apabila penjual mengingkari kewajiban pengosongan, pembeli sering Kkali
dibiarkan menempuh jalur hukum sendiri, tanpa dukungan sistematis dari lembaga
negara.

Ketiadaan lembaga pemantau pelaksanaan isi perjanjian menimbulkan celah
hukum yang dapat disalahgunakan oleh penjual yang tidak beritikad baik. Bahkan
dalam beberapa kasus, meskipun telah disepakati batas waktu pengosongan, tetap
terjadi penundaan, pengabaian, bahkan penguasaan kembali secara melawan
hukum oleh penjual. Situasi ini jelas memperlemah posisi pembeli dan mereduksi
efektivitas perlindungan hukum.

2. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masih terdapat banyak pihak yang belum mengerti akan pentingnya
kesadaran hukum, terutama masyarakat awam, masih belum memahami secara
menyeluruh konsekuensi hukum dari perjanjian jual beli tanah maupun
pentingnya keberadaan perjanjian pengosongan dalam proses transaksi. Bahkan
tidak sedikit yang menganggap bahwa dengan diterbitkannya sertifikat dan
pelunasan pembayaran, maka transaksi dianggap selesai, tanpa memperhatikan
aspek penyerahan fisik objek secara nyata.

Penjual yang telah menerima pembayaran terkadang merasa tidak terikat
lagi secara moral maupun hukum untuk segera mengosongkan bangunan, padahal
itu adalah bagian integral dari prestasi yang wajib dipenuhi. Di sisi lain, pembeli
yang tidak memahami haknya secara hukum, bisa saja tidak segera menuntut
eksekusi atau gugatan, karena khawatir terjadi konflik atau tidak tahu
prosedurnya.

Kurangnya literasi hukum ini menyebabkan masyarakat cenderung pasif,
dan hanya mengandalkan jalur litigasi ketika sudah terjadi kerugian yang besar.
Padahal, edukasi hukum sejak awal akan mampu mendorong para pihak untuk
membuat perjanjian yang lengkap, eksplisit, dan memiliki konsekuensi hukum
yang tegas.

3. Proses eksekusi yang Panjang dan birokratis

Dalam praktik peradilan perdata di Indonesia, ketika terjadi wanprestasi
misalnya penjual menolak atau tidak bersedia mengosongkan bangunan yang
telah dijual pembeli tidak bisa serta-merta melakukan pengosongan sendiri. Hal
ini karena tindakan pengosongan secara sepihak dapat dianggap sebagai perbuatan
melawan hukum. Oleh karena itu, satu-satunya jalan hukum yang tersedia adalah
mengajukan gugatan perdata ke pengadilan. Proses ini tidaklah sederhana, karena
harus melalui tahapan-tahapan panjang dan birokratis, sebagai berikut :

a. Pendaftaran perkara

Langkah awal adalah mendaftarkan gugatan perdata ke Pengadilan
Negeri yang berwenang berdasarkan domisili tergugat atau letak objek
sengketa (Pasal 118 HIR). Gugatan ini biasanya berisi tuntutan agar
penjual :

1) Dinyatakan wanprestasi,
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2) Diperintahkan untuk mengosongkan bangunan,
3) Dan/atau membayar ganti rugi.

Pada tahap pembuktian, pihak penggugat selaku pembeli memiliki
beban untuk membuktikan bahwa transaksi jual beli telah dilaksanakan
secara sah dan sesuai ketentuan hukum. Hal ini menjadi penting untuk
menunjukkan bahwa telah terjadi wanprestasi oleh penjual, khususnya
terkait kewajiban pengosongan bangunan yang tidak dipenuhi. Dalam hal
ini, penggugat perlu melampirkan sejumlah dokumen sebagai alat bukti
tertulis yang sah menurut hukum acara perdata.

. Persidangan yang berlarut-larut

Setelah gugatan didaftarkan secara resmi di pengadilan, perkara akan
masuk ke tahap persidangan. Proses persidangan dalam perkara perdata
berlangsung secara berurutan sesuai dengan ketentuan hukum acara,
dengan tujuan untuk memberikan kesempatan yang adil bagi kedua belah
pihak dalam menyampaikan dalil dan bukti. Adapun tahapan-tahapan
dalam proses persidangan tersebut meliputi :

1) Pemanggilan para pihak
Pengadilan memanggil penggugat dan tergugat secara resmi
melalui juru sita untuk hadir dalam persidangan ini dilakukan
secara patut sesuai ketentuan hukum acara.

2) Tahap mediasi
Sebelum memasuki pokok perkara, majelis hakim wajib
menawarkan upaya damai melalui proses mediasi. Jika mediasi
berhasil, maka perkara selesai tanpa melanjutkan ke tahap
pembuktian. Namun jika gagal, sidang dilanjutkan.

3) Jawaban, replik, duplik
Setelah mediasi dinyatakan tidak berhasil, tergugat menyampaikan
jawaban terhadap gugatan. Penggugat kemudian memberikan
replik, yaitu tanggapan terhadap jawaban tergugat, dan ditutup
dengan duplik dari pihak tergugat.

4) Pemeriksaan bukti-bukti
Dalam tahap ini, penggugat dan tergugat mengajukan alat bukti
tertulis yang relevan, seperti AJB, sertifikat, perjanjian
pengosongan, bukti pembayaran, dan identitas pihak-pihak terkait.

5) Pemeriksaan saksi dan ahli
Jika diperlukan, masing-masing pihak dapat menghadirkan saksi-
saksi dan/atau ahli untuk memberikan keterangan yang mendukung
dalil masing-masing pihak di hadapan majelis hakim.

6) Kesimpulan dari masing-masing pihak
Setelah seluruh rangkaian pembuktian selesai, para pihak diberikan
kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang
merangkum seluruh fakta dan argumen hukum berdasarkan bukti
yang telah diperiksa di persidangan.

7) Pembacaan putusan
Tahap akhir dari proses persidangan adalah pembacaan putusan
oleh majelis hakim. Putusan ini merupakan bentuk penyelesaian
hukum atas perkara yang diajukan, dan dapat berupa perintah
pengosongan, pembayaran ganti rugi, atau bentuk lain sesuai
dengan petitum gugatan.
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c. Putusan pengadilan

Setelah seluruh rangkaian pembuktian rampung, termasuk
pemeriksaan dokumen, saksi, dan keterangan ahli, majelis hakim akan
menjatuhkan putusan sebagai bentuk penyelesaian hukum atas sengketa
yang diajukan. Dalam hal gugatan pembeli dikabulkan, maka terdapat
beberapa konsekuensi hukum yang akan ditetapkan oleh pengadilan
terhadap pihak penjual selaku tergugat.

1) Dinyatakan telah melakukan wanprestasi, yaitu pelanggaran
terhadap isi perjanjian jual beli, khususnya kewajiban untuk
mengosongkan bangunan sebagaimana telah disepakati atau
seharusnya dilakukan setelah transaksi selesai.

2) Diperintahkan untuk segera mengosongkan bangunan dalam
jangka waktu tertentu, yang ditetapkan dalam amar putusan.
Jangka waktu ini diberikan sebagai bentuk tenggang waktu
pelaksanaan secara sukarela sebelum dilakukan eksekusi oleh juru
sita.

Putusan tersebut menjadi dasar hukum bagi pembeli untuk
memperoleh haknya secara penuh, baik secara administratif maupun fisik
atas objek tanah yang telah dibelinya. Apabila penjual tetap tidak
melaksanakan perintah pengadilan dalam waktu yang ditentukan, maka
pembeli berhak mengajukan permohonan eksekusi untuk dilakukan
pengosongan secara paksa sesuai dengan mekanisme hukum acara
perdata.

Namun, putusan ini belum dapat langsung dieksekusi, karena belum
memiliki kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), kecuali
dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij
voorraad).

d. Upaya banding, kasasi, atau bahkan PK jika diajukan pihak tergugat

Pihak tergugat (penjual) berhak mengajukan upaya hukum terhadap
putusan tingkat pertama, yakni:

1) Banding ke Pengadilan Tinggi

2) Kasasi ke Mahkamah Agung

e. Hingga pengajuan eksekusi pengosongan ke pengadilan negeri melalui
juru sita

Proses eksekusi ini bersifat birokratis dan tidak otomatis. Sekalipun
sudah ada akta notaris atau amar putusan pengadilan yang inkracht,
pengadilan tidak serta-merta mengeksekusi tanpa permohonan formal
dan pemeriksaan administratif lanjutan.”® Bahkan dalam beberapa kasus,
eksekusi bisa tertunda karena adanya perlawanan pihak tergugat,
pengajuan penundaan, atau alasan teknis lainnya.

Oleh sebab itu, perlindungan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan
aturan yang baik, tetapi juga aparat penegak hukum yang tegas, prosedur yang
sederhana, dan edukasi hukum bagi masyarakat. Dalam perkara transaksi jual beli
atas sertifikat hak atas tanah, perlindungan hukum terhadap pembeli belum
sepenuhnya efektif jika tidak disertai dengan jaminan penguasaan fisik terhadap
objek. Teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo memberikan dasar bahwa
hukum harus berpihak kepada pihak yang lemah dan benar-benar dirugikan.

*® Endang Hadrian dan Lukman Hakim, Op. Cit., him. 256.
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Dengan demikian, negara harus hadir tidak hanya sebagai pengatur, tetapi
juga sebagai pelindung yang aktif terhadap hak-hak konstitusional warga negara
dalam praktik pertanahan. Tanpa pengosongan, tidak ada makna dari kepemilikan
sertifikat; dan tanpa perlindungan nyata, hukum kehilangan daya gunanya.

Satjipto menekankan bahwa hukum harus berpihak kepada nilai keadilan
dan kebermanfaatan bagi manusia. Hukum tidak boleh berhenti pada formalitas
administratif seperti telah ditandatanganinya akta jual beli atau diterbitkannya
sertifikat, tetapi harus menjamin pemenuhan hak-hak pembeli secara nyata,
termasuk hak untuk menguasai fisik tanah atau bangunan. Dalam konteks ini, asas
terang dan tunai harus dibaca secara lebih substantif, yakni tidak hanya
memastikan akta dibuat dan pembayaran dilakukan, tetapi juga bahwa objek jual
beli benar-benar dapat dimanfaatkan oleh pembeli tanpa halangan.

Jika penjual tidak melakukan pengosongan bangunan meskipun telah
menerima pembayaran dan menandatangani akta, maka ia telah melakukan
wanprestasi. Keadaan ini menunjukkan bahwa mekanisme hukum normatif belum
cukup kuat untuk memberikan perlindungan maksimal kepada pihak yang
beritikad baik. Oleh karena itu, perlindungan hukum progresif mendorong agar
negara, melalui sistem peradilan, mampu menghadirkan perlindungan nyata dan
berkeadilan, misalnya dengan memberikan perintah eksekusi pengosongan,
pengenaan uang paksa (dwangsom), atau sanksi lain yang memberikan efek jera.

Dengan demikian, dalam penerapan asas terang dan tunai, perlindungan
hukum progresif harus hadir sebagai kerangka etik dan moral, agar asas tersebut
tidak hanya menjadi prosedur hukum, tetapi juga menjadi jaminan nyata atas hak-
hak pembeli. Pendekatan ini memperluas makna asas terang dan tunai dari
sekadar formalitas hukum menjadi instrumen keadilan substantif yang benar-
benar melindungi masyarakat dalam praktik jual beli tanah di Indonesia.

Kesimpulan

Dalam praktik jual beli tanah, sering terjadi sengketa di mana penjual
melakukan wanprestasi karena tidak melakukan pengosongan objek jual beli
meskipun perjanjian telah dibuat dan pembeli telah melaksanakan kewajibannya.
Kondisi ini menimbulkan kerugian bagi pembeli, sehingga pembeli tidak dapat
menikmati hak atas tanah yang telah dibelinya. Penyelesaian sengketa yang terjadi
dapat diselesaikan melalui 2 (dua) jalur yaitu : jalur non-litigasi maupun litigasi.
Apabila upaya non-litigasi tidak berhasil, maka gugatan dapat diajukan ke
Pengadilan Negeri setempat berupa tuntutan pelaksanaan perjanjian, ganti rugi,
atau eksekusi pengosongan objek tanah/bangunan sebagai upaya mengembalikan
hak pembeli sesuai dengan prinsip Pacta Sunt Servanda.

Perlindungan hukum bagi pembeli dalam perjanjian jual beli tanah berawal
dari kesepakatan yang sah antara penjual dan pembeli. Melalui perjanjian tersebut,
pembeli memperoleh hak atas objek jual beli, termasuk hak atas pengosongan
bangunan. Apabila penjual wanprestasi, pembeli sebagai pemilik hak memperoleh
perlindungan hukum berdasarkan asas Pacta Sunt Servanda (Pasal 1338 KUH
Perdata), sehingga dapat menempuh gugatan wanprestasi maupun mengajukan
eksekusi pengosongan melalui pengadilan untuk mendapatkan haknya kembali.
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